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KOMIS] PEMILIHAN UMU#M

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

Menimbang:

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

‘KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi

Pemilihan Umum pada setiap tingkatan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu

'dilakukan pembinaan sumber daya manusia, kinerja

organisasi, pengelolaan administrasi dan penyelesaian
pelanggaran administrasi;

bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabiltas kinerja
penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diatur
pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum untuk setiap
tingkatan dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan

Pengawas Pemilihan Umum pada setiap tingkatannya

mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi
Pemilihan Umum sebagaimana dimakud dalam Pasal
255 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Penyelesaian  Pelanggaran Administrasi  Pemilihan
Umum;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara ...
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
UMUM.

BABI ...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah
sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/ KIP
Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah
Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan
Pemilu di kabupaten /kota.

Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat
PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk
menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar
Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok
yang dibentuk oleh PPLN wuntuk melaksanakan
Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara di luar
negeri.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat
Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh
Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di wilayah provinsi.

9. Panitia ...
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Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas
mengawasi  penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten /kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya
disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang
dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas
mengawasi  penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang
dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama
lain/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah Petugas yang
dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran
terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu
dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar
tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan

asas :
a. kejujuran;

b. keterbukaan;

c. keadilan;

d. kepastian hukum;
e. mandiri;

f. efektif; dan

g. efisiensi.

Pasal 3 ...



Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan ini mencakup:

a. penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
atas laporan atau temuan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
PPLN, KPPS/KPPSLN; dan

b. tindak lanjut rekomendasi Bawaslu pada setiap
tingkatan.

Pasal 4
Kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu mencakup
penyimpangan terhadap:
a. tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;

b. prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan
Pemilu; dan

c. kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN,
KPPS/KPPSLN dan peserta Pemilu.

Pasal 5

Jenis Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
mencakup:

a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 6

Pihak pelapor dan terlapor Pelanggaran Administrasi Pemilu
adalah KPU, KPU Provinsi/KIP  Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN secara
berjenjang termasuk sekretariat masing-masing.

Pasal 7 ...



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat pelapor;

b. nama dan alamat terlapor;

c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan

d. wuraian dugaan pelanggaran.

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampiri
foto copy identitas pelapor.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
bukti pendukung.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Formulir Model PAP.

Pasal 8

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN berwenang
menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah kerja
yang bersangkutan.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyelesaikan dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud
ayat (1) dengan tahapan:

a. menerima laporan;

b. meneliti materi laporan;

c. melakukan Kklarifikasi; dan

d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN menyelesaikan dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 9

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN meneliti materi laporan
dugaan Pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan membuat ringkasan hasil

penelitian.

Pasal 10 ...



Pasal 10

(1) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf ¢, KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN,
KPPS/KPPSLN dapat :

a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari
berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan
pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi
Pemilu;

b. memanggil para pihak;
meminta bukti-bukti pendukung; dan

d. melakukan  koordinasi dan/atau melibatkan
Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan
tingkatannya.

(2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Formulir Model PAP-1.
Pasal 11

Berdasarkan ringkasan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN
membuat kajian dan mengambil keputusan.

Pasal 12
Materi kajian paling kurang memuat:
a. jenis dugaan pelanggaran;
b. peraturan/ketentuan yang dilanggar;

c. pembuktian; dan

d. jenis sanksi.

Pasal 13

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /Kota, PPK,
PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat melakukan konsultasi
dengan KPU pada 1 (satu) tingkat di atasnya; dan

(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, dapat melakukan
supervisi pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 14 ...



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 14

Berdasarkan hasil penelitian, Kklarifikasi, kajian,
konsultansi, dan supervisi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN membuat

keputusan dalam rapat pleno.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pernyataan:

a. dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak
terbukti; atau

b. dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terbukti,
disertai rekomendasi Sanksi yang akan diberikan.

Pasal 15

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) huruf a dituangkan dalam Formulir PAP-2A.

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) huruf b dituangkan dalam Formulir PAP-2B.

Pasal 16

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
diumumkan kepada publik.

KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN melaporkan penyelesaian
dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada KPU 1
(satu) tingkat di atasnya paling lama 3 (tiga) hari sejak
ditetapkan Keputusan.

BAB III

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS

PEMILU OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 17

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 18

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

meliputi kegiatan:

mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana
rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan

b. menggali ...



(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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menggali, mencari, dan menerima masukan dari
berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan
pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Pasal 19

Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN
membuat keputusan dalam rapat pleno.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Formulir PAPTL-2.

Pasal 20

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
diumumkan kepada publik.

KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN melaporkan penyelesaian
dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada KPU 1
(satu) tingkat di atasnya paling lama 3 (tiga) hari sejak
ditetapkan Keputusan.

Pasal 21

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN di
atasnya menyelesaikan pemeriksaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu atas rekomendasi Bawaslu sesuai
tingkatannya paling lama 7 (tujuh) hari.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN
menyampaikan hasil penyelesaian dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Bawaslu dan KPU sesuai tingkatannya.

BAB IV
SANKSI

Pasal 22

Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. perintah penyempurnaan prosedur;

b. perintah ...
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b. perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil
dari proses;

c. teguran lisan;

d. peringatan tertulis;

e. diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan
tahapan; atau
f. pemberhentian sementara.

Pasal 23

Sanksi bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota
dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian.

Pasal 24

Sanksi bagi Peserta Pemilu yang terlambat menyampaikan
Laporan Saldo Awal Dana Kampanye dan Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dikenakan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur tentang Pemilu, dengan menempuh langkah
sebagai berikut:

a. membuat Berita Acara bagi Peserta Pemilu yang tidak
menyerahkan Laporan; dan

b. menerbitkan Keputusan Pemberian Sanksi.

Pasal 25

Untuk dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang tidak
terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf a, diberikan rehabilitasi dan diumumkan kepada
publik.

Pasal 26

Keputusan penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi
Pemilu bersifat final dan mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formulir Model PAP, Model PAP-1, Model PAP-2A, Model
PAP-2B, dan Model PAPTL-2 sebagaimana diatur dalam
Lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI ...
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman
Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Umum, sepanjang menyangkut kewenangan KPU dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1605

Salinan sesuai dengan aslinya

\\ “H' ‘ :‘_‘:i

ot

R

“SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kep%i_jla Biro Hukum



LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN.

UMUM

1. MODEL PAP

2. MODEL PAP-1

3. MODEL PAP-2A

4. MODEL PAP-2B

5. MODEL PAPTL-2

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU

HASIL KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU '

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU (TIDAK TERBUKTI)

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU (TERBUKTI)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN

PENGAWAS PEMILU TERHADAP  DUGAAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
f_,ﬁ.‘SEKRETARIAT JENDERAL KPU

f;j'jf“ Kef)ai,a‘Blro Hukum

\__Ntr $yarifah



MODEL PAP

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

A. PELAPOR
Nama N
NO. KTP/SIM/PasSPOr & ettt ettt e eaeene
Alamat PPN
Pekerjaan/Jabatan L e

B. TERLAPOR

Nama N
Alamat PPN
Pekerjaan/Jabatan L e

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari PPN
Tanggal-Bulan-Tahun : ...
Tempat N



[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

PELAPOR

[Diisi nama dan tandatangan pelapor]

Diisi oleh Sekretariat

Diterima Tanggal @ oo e
Laporan Nomor e

[Diisi nama dan tandatangan petugas pencatan]



MODEL PAP-1

- ~
’ AN
! \
'
| KOPKPU !
\ /I

\ /

N
Sl _-

HASIL KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
Laporan NOmMOT : ..ccciiieiiieriinniiieccinrccnnccsnncennees

A. PIHAK YANG DIKLARIFIKASI

1. Nama ettt eaeeeeeeeeeee e e
Alamat e
Pekerjaan L e
Jabatan e

2. Nama ettt eaeeeeeeeeeee e e
Alamat e
Pekerjaan e
Jabatan e

[Dapat diisi lebih dari 2 pihak]

B. BUKTI PENDUKUNG

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

KETUA L e eneeineiee e
AN G GOT A i e



MODEL PAP-2A

- ~
’ AN
! \
'
| KOPKPU !
\ /I

\ /

N
Sl _-

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
(TIDAK TERBUKTI)
Laporan NOmMOT : ..ccciiieiiieriinniiieccincccnnccsnncennees

. HASIL KAJIAN
1. Jenis Dugaan Pelanggaran

. KEPUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A,

pihak terlapor

Nama N
Alamat PPN
Pekerjaan/Jabatan L e

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]



-6-

Dengan ini dinyatakan Tidak Terbukti melakukan pelanggaran
administrasi pemilu dan oleh karenanya kepada terlapor berhak
mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya serta diumumkan

kepada publik.
[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]
[Diisi nama/ [Diisi tandatangan]
KETUA i riteinieceiene e

AN G GOT A i e



MODEL PAP-2B

- ~
’ AN
! \
'
| KOPKPU !
\ /I

\ /

N
Sl _-

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

(TERBUKTI)
Laporan NOmMOT : ..ccciiieiiieriinniiinccincccnnccsnncennes

. HASIL KAJIAN
1. Jenis Dugaan Pelanggaran

. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A,

pihak terlapor

Nama N
Alamat PPN
Pekerjaan/Jabatan L e

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]
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Dengan ini dinyatakan Terbukti melakukan pelanggaran administrasi
pemilu.

C. REKOMENDASI

Atas pelanggaran administrasi pemilu, pihak terlapor dikenakan
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa ...

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

KETUA e
ANGGOTA : ...,
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TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU
TERHAD_AP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
Nomor s

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor tanggal.....
telah terjadi dugaan pelanggaran adimistrasi pemilu

...............................................................................................................

o Bahwa berdasarkan hal tersebut Badan Pengawas Pemilu
merekomendasikan

3. Bahwa memerhatikan angka 1 dan angka 2, perlu dilakukan
pencermatan dan penelitian dengan menempuh langkah sebagai berikut:

B Lot b vsin ke y ey s e nsan e SRR EF EEN AR S ow s smm sy smn s AR SR A s P AT Go s v amsne
4. Bahwa hasil pencermatan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada

angka 3

Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian terhadap .....coccoevmnerernirnnes

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN,

KPPS/KPPSLN menyatakan terlapor telah

1. menempuh prosedur sesuai/tidak sesuai*) peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu/tidak perlu¥) dilakukan perbaikan prosedur;
atau

2. mengambil keputusan sesuai/ tidak sesuai*) peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu/tidak perlu*) dilakukan perubahan

keputusan.

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bin-thn] .

........................... ,
: [Diisi namaj [Diisi tandatangan]

KETUA IR —————— s Pr L R
0, o : 5 o, TR —————— N e——— = A e

...................................................................................

Keterangan *) : coret yang tidak perlu
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd
ccen HUSNI KAMIL MANIK

_Siihnan sesuai dengan aslinya
S@KRETARIAT JENDERAL KPU

ot

‘Nur/Syanf ah



	pkpu 25 ok.pdf
	20140127_202418.pdf
	pkpu 1.pdf

	lampiran pdf.pdf
	20140127_203344.pdf
	lampiran 1.pdf


